Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual, kebijakan akuntansi pemerintah daerah

diatur dengan peraturan kepala daerah;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas



10.

11.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintahan Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

(3)

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang
berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara
menerapkan SAP berbasis akrual.
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.
Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan

yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.



(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

(1)

(2)

mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:

a.

b.

pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

o P

o 0

[

5 o0a o

kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
penyajian laporan keuangan;

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan sal

neraca;

laporan operasional

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf b, terdiri dari:

a.

o

o o

5ot 0

akuntansi aset;

akuntansi kewajiban;

akuntansi ekuitas;

akuntansi pendapatan-lo dan pendapatan-Ira;

akuntansi beban dan belanja;

akuntansi transfer;

akuntansi pembiayaan; dan

akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi

perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan

wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, sekurang-

kurangnya terdiri dari:



a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan sal;

Cc. neraca;

d. laporan operasional,;

e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan,
yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan operasional;
Cc. neraca;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah

BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang sekurang-kurangnya terdiri

dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

Cc. neraca;

d. laporan arus kas;

e. laporan perubahan ekuitas; dan
f. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5
Pedoman Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi
Akun sebagaimana tercantum dalam:
Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara
Lampiran II : Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran III : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Lampiran IV : Neraca
Lampiran V : Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran VI : Laporan Arus Kas

Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan



Lampiran VIII. : Kebijakan Akuntansi Piutang

Lampiran IX : Kebijakan Akuntansi Persediaan
Lampiran X : Investasi

Lampiran XI : Aset Tetap

Lampiran XII : Aset Lainnya

Lampiran XIII : Kewajiban

Lampiran XIV  : Akuntansi Pembiayaan
Lampiran XV : Pendapatan-LO

Lampiran XVI : Beban

Lampiran XVII : Belanja

Lampiran XVIII : Transfer

Lampiran XIX : Dana Cadangan

Lampiran XX : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak
dilanjutkan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kayong
Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2010 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Peraturann Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 31)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong

Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 65




